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ABSTRAK

ANDI AHMAD ICHSAN HADY D (B011171302) dengan Judul “Tinjauan
Yuridis terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum dalam
Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor
33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks)”. Di bawah bimbingan Abd. Asis sebagai
Pembimbing Utama dan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi sanksi pidana
terhadap tindak pidana narkotika dan menganalisis pertimbangan majelis
hakim dalam penjatuhan sanksi di bawah ketentuan pidana minimum dalam
Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian
hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang
digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-
undangan, putusan hakim, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
Bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan
dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur
diinternet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan
hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Kualifikasi sanksi pidana dalam
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi atas
empat jenis sistem perumusan sanksi pidana, yang terdiri dari sistem
perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan kumulatif, sistem
perumusan alternatif, dan sistem perumusan kumulatif alternatif
(campuran). 2) Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi di
bawah ketentuan pidana minimum dalam Putusan  Nomor
33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Minimum, Tindak Pidana Narkotika.
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ABSTRACT

ANDI AHMAD ICHSAN HADY D (B011171302) entitled “Juridical
Review of the Minimum Criminal Sanction Irregularities in Narcotic
Crime (Study Case Judgement Number 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks)”.
Supervised by Abd. Asis and Dara Indrawati

This study aims to analyze the qualification of crime sanctions in the
case of narcotics crime and to analyze the judges consideration of the
sanction’s imposition under the minimum criminal provisions in Decision
Number 33/Pid.Singkat/2020/PN. MKs.

The method used in this research is normative research using the
statutory approach, case approach, and conceptual approach. This study
uses primary legal materials which are statutory regulations, judges’
decisions, and Supreme Court Circular Letters (SEMA). As for the
secondary legal materials which used in this study are literatures that
related to this research which are books and journals. As well as for the
tertiary legal materials used in this study are articles along with literatures
on the internet as supporting data in this study. All the legal materials were
gualitatively analyzed and presented descriptively.

The results of this study are as follows, 1) Criminal sanctions
gualification in Law Number 35 of 2009 on Narcotics are divided into four
types of criminal sanctions formulation systems, which consists of
imperative formulation system, cumulative formulation system, alternative
formulation system and cumulative-alternative formulation system. 2) The
judges’ considerations of the sanction’s imposition under the minimum
criminal provisions in Decision Number 33/Pid.Singkat//2020/PN.Mks
based on the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015

Keywords: Minimum Criminal Sanctions, Narcotics Crime
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang (selanjutnya disingkat
Narkoba) merupakan permasalahan yang hampir sama dihadapi oleh
setiap negara, Khususnya Negara Indonesia. Narkoba memberikan banyak
dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun di sisi lain,
narkoba khususya narkotika sangat dibutuhkan fungsi dan kegunaannya
dalam dunia kesehatan dan pengobatan, namun dengan petunjuk maupun

resep dari dokter.
Narkotika adalah bahan yang bila masuk kedalam tubuh manusia
akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh
manusia karena memberikan efek langsung ke otak/ susunan saraf
pusat, sehingga memberikan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan

fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan
ketergantungan terhadap narkotika.*

Dewasa ini, narkotika banyak disalahgunakan oleh berbagai
kalangan di Indonesia sehingga mengancam ketentraman masyarakat,
masa depan generasi muda, dan ketahanan nasional Bangsa Indonesia.
Ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) Undang-
undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UURI Narkotika 2009)

! Sholihah, Qomariyatus. "Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan
Penyalahgunaan NAPZA”, KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran
ULM, Januari 2015, him. 153-159.




disebutkan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang dapat
menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.?

Hal ini menunjukkan bahwa narkotika adalah zat yang sangat
berbahaya apabila dikonsumsi tanpa petunjuk dokter karena dapat
menyebabkan hilangnya kesadaran dan menimbulkan ketergantungan.
UURI Narkotika 2009 hadir untuk mengatur penggunaan narkotika dan
memberantas tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional
dengan teknik dan metode-metode moderen yang makin hari makin banyak
memakan korban utamanya para generasi muda penerus bangsa.

Tindak pidana narkotika tergolong dalam kejahatan luar biasa
seperti korupsi dan terorisme sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk
ditanggulangi, meskipun tindak pidana narkotika di Indonesia dari tahun ke
tahun sudah mulai mengalami penurunan yang signifikan. Dari hasil
penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat
BNN) secara periodik setiap tiga tahunnya, angka prevalensi terhadap
narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan,
tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi
pada angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77% dan pada tahun
2019 pada angka 1,80%.3 Meskipun angka prevalensi dari tahun ketahun

terus mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi

2 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3 Press Release Akhir Tahun 2019 (Badan Narkotika Nasional) diakses dari
https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-
2019-1-.pdf, pada tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 16.00 WITA.



dengan jumlah penyalahguna narkotika 3,41 juta jiwa di tahun 2019.4 Masih
tingginya angka penyalahguna narkotika di Indonesia disebabkan oleh efek
ketagihan dan ketergantungan yang disebabkan oleh zat yang terkandung
dalam narkotika.

Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961, dalam
pertimbangannya dapat dilihat bahwa orang-orang yang menandatangani
konvensi tersebut memprihatinkan kesehatan dan kesejahteraan umat
manusia. Mereka di samping mengakui sangat perlunya narkotika untuk
kepentingan pengobatan, mereka juga mengakui bahwa kecanduan
(addiction) narkotika dapat menimbulkan malapetaka bagi orang-orang
yang menyalahgunakannya dan penuh dengan bahaya sosial bagi
masyarakat dan membahayakan umat manusia dari segi ekonomis. Para
peserta konvensi tersebut menyadari bahwa setiap orang memiliki
kewajiban untuk memerangi keburukan yang diakibatkan oleh narkotika
tersebut.®

Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya
pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana di Indonesia terbagi
atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus atau perundang-
undangan pidana umum dan perundang-undangan pidana khusus.®
Dimana perundang-undangan pidana umum adalah Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dan perundang-

4 Ibid.,
> Sudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, him. 41.
& Andi Hamzah, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him. 13.



undangan pidana khusus adalah segala peraturan hukum pidana di luar
KUHPidana yang diatur secara khusus, serta peraturan yang bukan
peraturan pidana namun bersanksi pidana. Hal di atas juga sejalan dengan
pembagian hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang
tidak dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan berarti segala hal yang diatur di
dalam KUHPidana, sedangkan yang tidak dikodifikasikan adalah yang
tersebar di luar KUHPidana dalam perundang-undangan tersendiri. UURI
Narkotika 2009 merupakan peraturan perundang-undangan pidana khusus
karena merupakan peraturan perundang-undangan di luar KUHPidana
yang diatur secara khusus.

Hukum pidana sangat erat hubungannya dengan sanksi pidana,
hukum pidana juga biasa disebut sebagai hukum sanksi karena sanksi
dalam hukum pidana dianggap cara yang paling ampuh untuk
menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk
menanggulangi dan memberantas tindak pidana merupakan cara yang
paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang
menyebutnya sebagai “older philosophy of crime control”.” Hukum pidana
juga biasa dikenal sebagai “Ultimum Remedium” (upaya/obat terakhir)
sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak
cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum barulah

hukum pidana yang diterapkan.® Hal ini menunjukkan bahwa sanksi dalam

7 Marlina, 2011, Hukum Penitensier, PT. Refika Aditama, Bandung, him. 27.
8 Andi Hamzah, Op. cit, him. 10.



hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki
tingkah laku individu dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sanksi dalam hukum pidana merupakan sanksi yang berlandaskan
pada hal yang diatur dalam aturan-aturan tertulis yang diundangkan dan
diberlakukan. Sanksi dalam hukum pidana akan menjadi efektif apabila
mencapai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan apa yang
dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU)
dalam aturan-aturan tertulis hukum pidana. Penegak hukum utamanya
hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penjatuhan sanksi dalam
hukum pidana, pertimbangan sosiologis dan penafsiran (interpretasi) hakim
menjadi sandaran penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Hakim harus
menggali hukum yang hidup di masyarakat, khususnya hukum pidana,
analogi tidak dapat digunakan untuk menciptakan hukum melainkan
dengan interpretasi.® Penjelasan tersebut secara gamblang menjelaskan
bahwa peran hakim dalam hal menemukan hukum dengan cara penafsiran
UU sangat penting kedudukannya dalam penjatuhan sanksi hukum pidana.

Berlakunya interpretasi dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat
dihindari karena banyak faktor penyebab yang memaksa digunakannya
interpretasi hakim. Salah satunya karena hukum pidana tertulis tidak dapat
dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat.'° Hal tersebut

sesuai dengan pepatah “hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan

9 Ibid, him. 86.
10 Adami Chazawi, 2016, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 1.



zaman” karena hukum pidana tertulis bersifat kaku dan sulit mengikuti
perkembangan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan
pesatnya perkembangan teknologi. Dalam pembentukan hukum pidana
tertulis juga terdapat sesuatu hal yang tidak diatur karena pembentuk UU
merumuskan UU secara umum, dan setelah UU tersebut diberlakukan
barulah muncul persoalan baru yang tidak diatur dalam UU tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal ketentuan pidana minimum
umum dan pidana maksmimum umum yang digunakan untuk
perbuatan/delik (straafbarfeit) yang diatur dalam KUHPidana. Sedangkan
pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus digunakan untuk
perbuatan/delik yang diatur dalam aturan-aturan di luar KUHPidana seperti
dalam UURI Narkotika 2009. Sistem tersebut selaras dengan prinsip
kebebasan hakim dalam mengadili perkara yang bertujuan untuk
memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan sanksi pidana
sesuai dengan kehendaknya dan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan.

UURI Narkotika 2009 tidak hanya mengatur mengenai narkotika
secara khusus, melainkan mengatur segala bentuk kegiatan atau
perbuatan yang berhubungan dengan narkotika. Mulai dari penggolongan
narkotika, pembentukan BNN, hingga ketentuan pidana bagi penyalahguna
narkotika. Dalam ketentuan pidana penyalahguna narkotika, diatur

mengenai pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus. Dapat



dilihat dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Narkotika 2009 yang rumusannya
sebagai berikut :
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan |
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Adanya redaksi kalimat “paling singkat 4 (empat) tahun” untuk
pidana minimum khusus dan “paling lama 12 (dua belas) tahun” untuk
pidana maksimum khusus merupakan penanda bahwa dalam pasal
tersebut terkandung ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan.

Dalam penerapan UURI Narkotika 2009, ada beberapa perkara
yang terdakwanya diancam dengan pasal yang mengandung sistem pidana
minimum khusus, namun hakim memutus perkara tersebut dengan pidana
di bawah ketentuan minimum khusus. Dapat dilihat dalam perkara tindak
pidana narkotika di Kota Makassar tahun 2020 dengan Nomor Perkara
33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks yang terdakwanya adalah Mulyadi Asdandi
Bin Muh. Ali. Penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya
berisi bahwa terdakwa Mulyadi Asdandi Bin Muh. Ali terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 112 ayat (1) UURI Narkotika 2009, kemudian menuntut untuk
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 4 (empat)
tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani.

Kemudian dengan segala pertimbangan dan fakta-fakta yang

terungkap dalam persidangan hakim mengadili terdakwa dengan



memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UURI

Narkotika 2009. Namun hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa

dengan sanksi pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus, yaitu

selama 2 (dua) tahun penjara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis terhadap

Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum dalam Tindak Pidana

Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka
dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi sanksi pidana terhadap tindak pidana
narkotika?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan
sanksi di bawah ketentuan pidana minimum dalam tindak pidana
narkotika dalam putusan Nomor Perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN.
Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi sanksi pidana terhadap tindak pidana
narkotika.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam

penjatuhan sanksi di bawah ketentuan pidana minimum dalam tindak



pidana narkotika dalam putusan Nomor Perkara 33/Pid.
Singkat/2020/PN. Mks.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan
manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan
hukum pidana, utamanya dalam hal penerapan sanksi pidana minimum
dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk
pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang
konstruktif kepada pihak yang terkait dalam perkembangan hukum pidana
serta berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam
menyelesaikan perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana
narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap
Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum dalam Tindak Pidana Narkotika
(Studi Putusan Nomor 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks) adalah asli yang

dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu hukum yang berkembang



di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk
menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.
Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian

terdahulu sebagai berikut:

1. Abdul Rahman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

Makassar, 2018, Judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memiliki
Narkotika Golongan | (Studi Kasus Putusan Nomor 2094/Pid.
Sus/2016/PN. Mks)”

Rumusan Masalah;

1) Bagaimanakah kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan
penyalahgunaan narkotika?

2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan
nomor 2094/Pid. Sus/2016/PN. Mks?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara
substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang
disebutkan di atas fokus membahas mengenai kualifikasi bentuk perbuatan
penyalahgunaan narkotika dengan rumusan masalah mengenai kualifikasi
bentuk perbuatan yang merupakan penyalahgunaan narkotika dan
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor 2094/Pid.

Sus/2016/PN. MKs.
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2. M. Aris Munandar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Makassar, 2019, Judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Di
bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 138/Pid.B/2011/PN. BLK
dan No. 141/Pid. B/2011/PN. BLK)”

Rumusan Masalah;

1) Bagaimana prinsip penjatuhan pidana yang dianut dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana
di bawah ketentuan minimum pada putusan perkara No.
138/Pid.B/2011/PN. BLK dan No. 141/Pid.B/2011/PN. BLK?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara
substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang
disebutkan di atas menjadikan prinsip penjatuhan pidana dan penerapan
sanksi pidana dalam menetapkan sanksi di bawah ketentuan minimum
sebagai fokus pembahasan dengan rumusan masalah mengenai prinsip
penjatuhan pidana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dan pertimbangan hakim dalam menetapkan
pidana di bawah ketentuan minimum. Sedangkan penelitian yang penulis
lakukan lebih berfokus pada kualifikasi sanksi pidana dalam UURI Narkotika
2009. Serta apabila ditelaah lebih dalam mengenai obyek kajian putusan,
penulis mengkaji putusan di tahun 2020 yang merupakan putusan yang

lahir setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3
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Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan.

. Zulkifli Rahman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

Makassar, 2016, Judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana oleh

Hakim Di bawah Ketentuan Minimum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

(Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN. Jkt. Pst)”

Rumusan Masalah;

1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum
khusus dalam perkara tindak pidana korupsi?

2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk
menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum dalam
putusan perkara No. 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN. Jkt. Pst?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara
substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang
disebutkan di atas fokus membahas penerapan ketentuan pidana minimum
namun dalam perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian yang
penulis lakukan lebih berfokus pada penerapan sanksi di bawah ketentuan

pidana minimum terhadap tindak pidana narkotika.
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F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk
memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.!
Penelitan hukum pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan
pengetahuan tentang gejala hukum yang berkembang dan memperoleh
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum yang
berkembang di masyarakat.*?
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan
penelitian hukum yang digunakan untuk mengadakan sistematisasi
terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan
pekerjaan analisa dan konstruksi.'®* Penelitian hukum normatif digunakan
dengan menarik asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan
perundang-undangan, meneliti sinkronisasi peraturan perundang-
undangan dengan yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan
dogmatik hukum. Maka dari itu objek dari penelitian hukum normatif adalah
menilik apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dan apa yang terjadi dalam

masyarakat (das sein).

11 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press),
Jakarta, him. 3.

12 Ibid, him. 49.

13 Ibid, him. 251.
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2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan
konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), artinya
dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (case
approach). Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari dan
menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan
dalam praktik hukum.'* Pendekatan jenis ini umumnya digunakan pada
kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht). Kemudian pendekatan
konseptual (conceptual approach) yang merupakan pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu
hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek

penelitian.*®

14 M. Syamsuddin, Salman Luthan, 2018, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum, Kencana, Jakarta,
him. 135.
15 Ibid, him. 220.
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Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain terdiri dari :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika (UURI Narkotika 2009)
4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015
5) Putusan Pengadilan Kota Makassar Nomor 33/Pid. Singkat/2020/PN.
MkKs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak
mengikat secara yuridis.'®* Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari buku-buku yang terkait dan relevan dengan
penelitian, pendapat para ahli (doktrin) serta jurnal/artikel yang terkait
dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi
untuk memperjelas dan memperkuat bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.'” Adapun dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang
digunakan terdiri dari; Kamus-kamus, jurnal dan artikel hukum, serta bahan-

bahan yang ada di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

16 1bid.,
7 Ibid., him. 221.
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4.

5.

Pengumpulan Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Cara pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan
dengan pendekataan undang-undang. Penulis mencari peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika. Penulis juga
melakukan studi dokumen, seperti putusan pengadilan dan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA).
b. Bahan Hukum Sekunder
Cara pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan
dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku-
buku, jurnal dan artikel hukum, serta literatur yang berkaitan dengan
penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Cara pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini dilakukan
dengan menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat
dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.
Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis
kualitatif dengan menggabungkan tiga pendekatan yaitu; pendekatan
undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Kemudian

bahan hukum yang ditemukan dipahami secara mendalam dan dianalisis
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sehingga dapat melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat

digunakan untuk menjawab segala rumusan masalah yang ada.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A.Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana
1. Pengertian dan Pembagian Hukum Pidana
Hukum pidana dalam arti obyektif sering disebut ius poenale. lus
poenale biasa diartikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang
mengandung perintah dan larangan atau keharusan yang terhadap
pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang
melakukan dan mewujudkannya.*® Dalam arti subyektif hukum pidana
sering disebut sebagai ius puniendi, yang merupakan hak untuk
menjatuhkan pidana, dan hak untuk menjatuhkan pidana sepenuhnya
berada ditangan negara.*®
lus poenale umumnya dibagi menjadi hukum pidana formil dan
hukum pidana materil. Hukum pidana materil mengandung petunjuk-
petunjuk dan uraian tentang strafbare feiten (delik, perbuatan pidana, atau
tindak pidana). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang cara
negara dengan perantaraan pejabat negara (jaksa/hakim) menggunakan
haknya untuk memidana.? Jadi hukum pidana materil merupakan aturan

yang membahas mengenai delik atau tindak pidana yang dapat ditemukan

18 7ainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, him. 1.
1% Andi Hamzah, Op. cit, him. 4.
20 7ainal Abidin Farid, Op. cit, him. 3.

18



dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat
KUHPidana). Sedangkan hukum pidana formil lebih mengatur kearah teknis
dalam acara pidana yang dapat kita temukan dalam Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP)

Dalam hukum pidana Indonesia juga dikenal pembagian hukum
pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum (ius
commune) ialah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap
orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus (ius speciale)
ditujukan untuk orang-orang tertentu dan delik-delik tertentu saja.?! Ada tiga
kategori yang dapat dikualifikasikan sebagai peraturan pidana khusus,
seperti;??

1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan.

2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung
sanksi pidana.

3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (ius
singular, ius speciale) yang mengatur tentang delik-delik tentang

kelompok-kelompok tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu.

Kemudian Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Perundang-undangan pidana umum ialah KUHPidana beserta semua
perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHPidana.
Sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua
perundang-undangan di luar KUHPidana beserta perundang-
undangan pelengkapnya, baik perundang-undangan pidana yang
bukan pidana tapi bersanksi pidana.?

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana

umum merupakan segala peraturan pidana yang berlaku untuk setiap orang

21 1bid, him. 18.
22 Ibid, him. 19.
23 Andi Hamzah, Op.cit, him. 13.
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dan diatur dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana khusus
merupakan segala peraturan pidana yang tidak diatur dalam KUHPidana,
atau sebagai aturan pelengkap dari KUHPidana.

. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaarfeit kadang
juga digunakan istilah delictum yang diambil dari bahasa latin untuk istilah
tindak pidana.? Istilah tindak pidana merupakan istilah yang sangat dasar
dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang
abstrak dari peristiwa-peristiva konkret dalam hukum pidana. Istilah
strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana sedangkan delictum
artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman
(pidana).?® Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia sama
dengan istilah yang digunakan di Belanda oleh karena KUHPidana
Indonesia bersumber dari Wetboek Van Strafrecht (selanjutnya disingkat
WvS) Belanda.

Di Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah tersebut
tidak hanya meliputi segala hal tentang perbuatan (handelen), tetapi juga
tentang pengabaian (nalaten). Strafbaarfeit merupakan perbuatan yang
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang memiliki
hubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu

bertanggung jawab.?®

24 Ibid, him. 94.

25 Amir llyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-
Indonesia, Yogyakarta, him. 18-19.

26 Andi Hamzah, Op.cit, him. 95-96.
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Di Inggris dan Amerika dikenal asas yang berbunyi “an act does not
make a person guilty unless his mind is guilty” atau dalam bahasa latin asas
ini berbunyi “actus non facit reum nisi means sit rea” yang apabila
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia asas ini berbunyi “suatu perbuatan
tidak dapat menjadikan orang bersalah bilamana maksud dan tujuannya
tidak bersalah”. Unsur yang paling esensial dalam asas tersebut adalah
unsur actus reus/criminal act. Actus Reus/criminal act dapat diselaraskan
dengan strafbaarfeit dalam KUHPidana Belanda, dimana actus reus
mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan yang melawan
hukum.?’

Menurut Tadjuddin Rachman bahwa “yang dimaksud tindak pidana
adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan. Larangan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu dan/atau
tidak melakukan sesuatu”.?8

Moeljatno kemudian memiliki penafsiran yang berbeda mengenai
tindak pidana dan perbuatan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa : 2°

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum yang dimana disertai dengan ancaman pidana (sanksi),
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan
istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari kementrian
kehakiman dan sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan.

Istilah tindak pidana biasa disamakan dengan strafbaarfeit,
sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya.

27 7ainal Abidin Farid, Op.cit. him. 42-51.
28 Tadjuddin Rachman, 2020, Pledoi, Tadjuddin Rachman Law Firm, Makassar, him. 25.
2% Moeljatno,2015, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, him. 59-61.
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Berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan pidana menunjuk pada hal
yang abstrak, sedangkan tindak pidana lebih menunjuk pada hal yang

konkret pada perbuatan tertentu.

. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
unsur lahiriah (fakta) oleh suatu perbuatan, kemudian mengandung akibat
dari perbuatan tersebut yang meresahkan dan mengancam ketertiban di
masyarakat.3°

Ditinjau dari Asas Legalitas yang dalam bahasa asing dirumuskan
dengan Nullum crimen sine lege dan Nulla poena sine lege,®! yang dalam
bahasa Indonesia dapat kita lihat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana yang
berbunyi, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan
ketentuan pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat UU), yang
ada terdahulu daripada perbuatan tersebut”.

Ada dua hal yang dapat ditarik dan dijadikan sebagai kesimpulan
berdasarkan rumusan tersebut :32

1) Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang
diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau
pengabaian tersebut harus tercantum rumusannya dalam

peraturan perundang-undangan.
2) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas tersebut merupakan asas yang paling esensial dalam suatu

tindak pidana, karena tanpa adanya ketentuan hukum pidana terdahulu

30 1pid, him. 64.
31 7ainal Abidin Farid, Op. cit, him. 35.
32 |ndriyanto Seno Adji, 2011, Pergeseran Hukum Pidana, Diadit Media Press, Jakarta. Him. 2.
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yang mengatur mengenai segala hal yang dilarang dan yang diperintahkan
untuk dilakukan maka tidaklah diketahui adanya suatu tindak pidana.
Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu unsur-unsur
pembuat delik (unsur subyektif) dan unsur-unsur delik (unsur obyektif).
Unsur delik (unsur obyektif) yang paling esensial adalah sifat melawan
hukum baik itu dinyatakan dengan jelas dalam suatu pasal UU pidana
ataupun sebaliknya, karena alangkah anehnya jikalau seseorang dipidana
karena melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Kemudian unsur
subyektif atau sikap batin pembuat yang unsur-unsurnya adalah
kemampuan bertanggung jawab, kesalahan secara luas (dolus dan culpa),
tidak adanya dasar pemaaf, dan menimbulkan bahaya di masyarakat (sub-
socialitetit).3
Adapun menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen
perbuatan pidana adalah sebagai berikut :34
1) Kelakuan dan akibat
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

4) Unsur melawan hukum yang obyektif
5) Unsur melawan hukum yang subyektif

Terkadang dalam rumusan tindak pidana, ditemukan adanya hal
ikhwal atau tambahan tertentu. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan
yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan
dinamakan unsur tambahan, karena alasan untuk mengadakan syarat

tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan

33 Zainal Abidin Farid, Op. cit. him. 47-48.
34 Moeljatno, Op. cit, him. 69.
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tidak cukup merupakan penggangguan ketertiban masyarakat, sehingga
perlu diadakannya sanksi pidana. Namun unsur tambahan bukan termasuk
dalam unsur tindak pidana melainkan sebagai syarat penuntutan. Artinya
meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi merupakan perbuatan
yang tidak baik, namun untuk mendatangkan sanksi pidana diperlukan
syarat yang berupa keadaan tambahan tadi.3®

Meskipun unsur tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yang
terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif, unsur/elemen dalam tindak
pidana adalah satu kesatuan yang apabila salah satu unsur tidak terpenuhi
maka pelaku tindak pidana diputus bebas.

. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan dalam Hukum Pidana
. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam menentukan dan mengidentifikasi seseorang melakukan
tindak pidana maka perlu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana
terhadapnya, karena perbuatan pidana (actus reus/crimal act) tidaklah
cukup untuk menyatakan seseorang bersalah.

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pembebanan terhadap
seseorang akibat perbuatan tertentu, yang seharusnya dilakukan sendiri
dan tahu akibat dari perbuatannya. Sebagaimana asas yang telah
dijelaskan sebelumnya yaitu asas “actus non facit reum nisi means sit rea”
yang didahului oleh unsur actus reus (tindak pidana) kemudian ditutup

dengan unsur means rea (pertanggungjawaban pidana),

%5 Ibid, hlm. 65-66.
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pertanggungjawaban pidana mencakup unsur-unsur pembuat, Yyaitu
kesalahan dalam arti luas baik itu sengaja maupun lalai, kemampuan
bertanggung jawab dan tidak adanya dasar pemaaf.¢

Pertanggungjawaban pidana sangat erat hubungannya dengan
kesalahan dalam hukum pidana dan kemampuan bertanggungjawab.
Kemampuan bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai keadaan batin
orang yang normal dan sehat. Menurut Moeljatno, untuk adanya
kemampuan bertanggungjawab seseorang harus :*’

1) Mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang

buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan
tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang pertama merupakan
faktor akal (intektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan
yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana.
Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak
(volitional factor), yaitu kemampuan menyesuaikan tingkah lakunya dengan
keinsyafan atas hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang dalam hukum
pidana.3®

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang penting dalam
perkara pidana, dikarenakan pelaku tindak pidana harus mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Pasal 44 KUHPidana

mengatur mengenai alasan peniadaan pidana yaitu ketidakmampuan

36 7ainal Abidin Farid, Op. cit. him. 57.
37 Moeljatno, Op. cit. him. 178-179.
38 Ipid.,
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bertanggungjawab. Artinya pelaku tindak pidana yang tidak mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dipidana.
. Kesalahan dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dikenal asas “Keine Strafe ohne Schuld”yang
artinya adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Meskipun asas ini merupakan
asas yang tidak tertulis, namun banyak negara yang menggunakan asas
ini, seperti Ingris, Amerika, dan Indonesia.*®

Kesalahan merupakan keadaan batin yang tertentu dari si pembuat
tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin (si pembuat tindak
pidana) dengan perbuatannya yang sedemikian rupa. Kesalahan selalu
selaras dengan keadaan batin, perbuatan, serta akibat dari perbuatan
tersebut.*°
Menurut Andi Hamzah, kesalahan dalam arti luas meliputi : 4

1. Sengaja (dolus)

2. Kelalaian (culpa)
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno menyebutkan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:#?

1. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum)

2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab

3. Mempuanyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan
atau kealpaan

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam hukum pidana

merupakan hal yang sangat esensial dalam penjatuhan pidana, keduanya

39 Ibid, him. 53

40 Tadjuddin Rachman, Op. cit. him. 29.
41 Andi Hamzah, Op. cit. him. 101.

42 Moeljatno, Op.cit. him. 177.
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memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal pemidanaan, karena
berdasarkan asas-asas yang diuraikan di atas bahwa tidak ada seorangpun
yang dapat dipidana tanpa memenuhi 2 unsur tersebut, yaitu adanya
kesalahan dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.
. Tinjauan Umum tentang Narkotika
. Pengertian Narkotika
Narkotika merupakan salah satu obat yang sangat diperlukan
fungsinya dalam dunia medis, begitu pula dalam bidang penelitian untuk
tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada
bahayanya, namun masih dapat dibenarkan penggunaan narkotika untuk
kepentingan medis dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan.*?
Sholihah Qomariyatus menjelaskan bahwa : 44
Narkotika adalah bahan yang bila masuk kedalam tubuh manusia
akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh
manusia karena memberikan efek langsung ke otak/ susunan saraf
pusat, sehingga memberikan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan

fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan
ketergantungan terhadap narkotika.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat

UURI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat
UURI Narkotika 2009) dijelaskan bahwa :4°

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

43 Andi Hamzah, 1985, Delik-Delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar, PT. Pradya Paramita,
Jakarta, hlm. 513.

44 Sholihah Qomariyatus, Op.Cit, him. 153-159.

4 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1.
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menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Kemudian Hari Sasangka menjelaskan bahwa : 46

Narkotika terbagi menjadi dua bentuk, yaitu narkotika alam dan
narkotika sintesis. Narkotika alam adalah berbagai jenis candu,
heroin, morphin, ganja, hashish, codein dan cocain. Sedangkan
narkotika sintetis adalah zat-zat yang tergolong dalam hallucinogen,
depressant, dan stimulant. Penggunaan narkotika secara
sembarangan (tanpa petunjuk dokter) dapat mempengaruhi susunan
saraf utama yang dapat menyebabkan ketidaksadaran bagi
penggunanya.

Akibat dari penggunaan narkotika secara tidak benar yang
digunakan untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
kebudayaan yang normal, akan membuat seseorang dalam keadaan
ketergantungan terhadap narkotika. Ketergantungan yang dialami bisa
ketergantungan ringan dan bisa pula ketergantungan berat. Berat
ringannya ketergantungan tersebut dapat diukur dengan kenyataan sampai
seberapa jauh orang tersebut dapat melepaskan diri dari narkotika.
Ketergantungan terhadap narkotika dapat dibagi menjadi dua, yang
dijelaskan sebagai berikut:4’

1) Ketergantungan Pisikis (Psychological Dependence)
Salah satu akibat dari penggunaan narkotika adalah timbulnya
suatu keadaan lupa pada si pemakai, sehingga orang tersebut
dapat melepaskan diri dari suatu konflik. la melarikan diri dari
situasi yang tidak dapat ia atasi. Akan tetapi sebab dari kesulitan ini
sendiri tidak dapat ia hilangkan dan persoalannya tetap menjadi
persoalan yang tak terpecahkan. Penggunaan narkotika juga kerap
memperlebar hubungan antara orang itu dengan orang
disekitarnya, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak dapat
menyesuaikan diri dengan masyarakat disekitarnya dan
berdampak pada makin besar kesulitan yang ia rasakan sehingga

46 Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika, Mandar Maju, Bandung, him. 33.
47 Sudarto, Op. cit. him. 39-40.
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makin besar pula rasa kebutuhannya terhadap narkotika. Inilah
yang disebut ketergantungan psikis (psychological dependence).
2) Ketergantungan Fisik (Physical Dependence)

Penggunaan narkotika selama waktu tertentu menimbulkan
berkurangnya kepekaan terhadap sesuatu, badan menjadi terbiasa
dengan zat yang terkandung dalam narkotika sehingga sampai
pada tingkat kekebalan atau tolerance. Makin lama penggunaan
narkotika, dosis yang digunakan pun makin lama harus makin
banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki oleh sipemakai.
Akhirnya, efek tersebut tidak tercapai meskipun dosis yang
digunakan terus bertambah. Namun sebaliknya, apabila
penggunaan narkotika dihentikan secara total, maka akan terjadi
malapetaka yang berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh
dokter akan menyebabkan kematian bagi si pengguna.
Ketergantungan ini dinamakan ketergantungan fisik (physical
dependence).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika
merupakan zat yang sangat berbahaya apabila masuk kedalam tubuh
orang yang memakainya. Hal ini dikarenakan zat yang terkandung dalam
narkotika memberikan efek dan pengaruh pada tubuh manusia seperti
memberikan rasa tenang bagi penggunanya dan menjadikan orang yang
memakainya berhalusinasi berlebihan. Narkotika juga dapat mengurangi
bahkan menghilangkan rasa nyeri bagi penggunanya dan menimbulkan
efek ketergantungan.

. Pengaturan dan Penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai narkotika
termasuk dalam hukum pidana khusus. Hal ini dikarenakan pengaturan
tentang narkotika tidak diatur dalam KUHPidana Indonesia, melainkan
diatur dalam UU tersendiri yang tidak dikodifikasikan.

Dalam sejarah perjalanan UURI tentang Narkotika dalam hukum

pidana Indonesia, narkotika diatur dalam Verdoovende Ordonnantie
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(Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536) yang telah diubah dan ditambah,
beserta peraturan pelaksanaanya yang dikeluarkan oleh Menteri
Kesehatan. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut berhubungan
dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan
pengangkutan modern yang menyebabkan pesatnya penyebaran dan
distribusi masuknya narkotika ke Indonesia.*®
Namun seiring berjalannya waktu peraturan perundang-undangan
tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur
di dalamnya hanya tentang perdagangan dan penggunaan narkotika
sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk penyembuhan
pecandunya tidak diatur. Kemudian lahirlah UURI Nomor 9 Tahun 1976
tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UURI Narkotika 1976) yang sudah
mengatur mengenai kemungkinan untuk mengimpor narkotika,
mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika, mananam,
memelihara papaver, kokain, dan ganja. 4°
Dalam UURI Narkotika 1976 sudah mengakomodir beberapa hal
seperti :
1) Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2) Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti
penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas,
pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3) Ketentuan yang mengatur mengenai penyelidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan
dengan narkotika.

4) Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
5) Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika.

48 Andi Hamzah, Op. cit. him. 513.
9 Ibid.,
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6) Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama internasional
dalam penaggulangan masalah yang ditimbulkan oleh narkotika.

Kemudian seiring berjalannya waktu UURI Narkotika 1976
dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan dan peningkatan kasus
narkotika yang ada di masyarakat Indonesia. Maka disahkanlah UURI
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UURI
Narkotika 1997) yang mengatur lebih kompleks perihal segala perbuatan
yang berkaitan dengan narkotika. Namun melihat perkembangan dan
peningkatan penyalahgunaan narkotika baik secara kualitatif dan kuantitatif
terus mengalami peningkatan yang signifikan maka pemerintah melakukan
pembaharuan UURI Narkotika 1997 dengan mengesahkan UURI Narkotika
2009.

Dalam UURI Narkotika 2009 diadakan pembaharuan terkait
peraturan yang mengatur tentang narkotika. Salah satunya mengatur
mengenai penggolongan narkotika. Narkotika dalam UU tersebut dibagi
menjadi tiga golongan :

a. Narkotika Golongan I;

b. Narkotika Golongan IlI; dan
c. Narkotika Golongan ll;

Dalam penjelasan UURI Narkotika 2009 dapat dilihat penjelasan
penggolongan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1)
UU tersebut, adapun penjelasannya sebagai berikut ;

Huruf a : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika
Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat
tinggi mengakibatkan ketergantungan.
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Huruf b : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika

Golongan II” adalah narkotika berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan
dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan  serta  mempunyai potensi  tinggi
mengakibatkan ketergantungan.

Huruf ¢ : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika

Golongan III” adalah narkotika yang bekhasiat pengobatan
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan
pengembangan ilmu pegetahuan serta mempunyai potensi
ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam UURI Narkotika 2009 mengatur tentang jenis-jenis tindak

pidana narkotika. Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam UU

tersebut adalah sebagai berikut :

a.

Pasal 111, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan | dalam bentuk tanaman”.

. Pasal 112, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan | bukan tanaman”.

. Pasal 113, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Narkotika Golongan I”.

. Pasal 114, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi
perantaraan dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I”.

. Pasal 115, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika
Golongan I”.

Pasal 116, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menggunakan Narkotika Golongan | terhadap orang lain atau
memberikan Narkotika Golongan | untuk digunakan orang lain”.

. Pasal 117, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan II”.

. Pasal 118, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Narkotika Golongan II”.
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I. Pasal 119, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan II”.

|. Pasal 120, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika
Golongan II”.

. Pasal 121, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menggunakan Narkotika Golongan |l terhadap orang lain atau
memberikan Narkotika Golongan Il untuk digunakan orang lain”.

. Pasal 122, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, manguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan III”.

.Pasal 123, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Narkotika Golongan IlI”.

. Pasal 124, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan III”.

. Pasal 125, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika
Golongan lII”.

. Pasal 126, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menggunakan Narkotika Golongan Il terhadap orang lain atau
memberika Narkotika Golongan Il untuk digunakan orang lain”.

. Pasal 127, “Setiap penyahlaguna Narkotika Golongan |I. Il dan Il
bagi diri sendiri”.

. Pasal 128, “Setiap orang tua atau wali dari pecandu yang belum
cukup umur yang sengaja tidak melapor”.

. Pasal 129, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekusor
Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor,
mengekspor atau menyalurkan Prekusor Narkotika untuk
pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Prekusor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekusor
Narkotika untuk pembuatan narkotika”.

. Pasal 130, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi.
. Pasal 131, “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan
adanya tindak pidana narkotika”

. Pasal 132, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika”.

.Pasal 133, “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau
menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan
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memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa
dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak
yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Uraian tersebut merupakan jenis-jenis tindak pidana narkotika yang
diatur dalam UURI Narkotika 2009. Berdasarkan uraian di atas sudah jelas
mengenai jenis-jenis tindak pidana dan ketentuan pidana yang diatur
didalamnya dan menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan
. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang dapat
membawa akibat dijatuhkannya hukuman kepada orang yang melakukan
pelanggaran. Hukuman tersebut dapat berbentuk hukuman fisik, hukuman
denda ataupun hukuman dalam bentuk yang lain. Namun, dalam
menjatuhkan hukuman terhadap seseorang harus terkandung aspek legal
dan aspek moral didalamnya. Sehingga dapat mencapai ketentraman
lahiriah maupun ketentraman bathiniah, bukan hanya untuk si pelanggar
hukum, melainkan juga kepada masyarakat pada umumnya.>°

Istilah pidana biasanya diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk
pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman,
penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman pemberian pidana dan

hukuman pidana.>® Sanksi pidana memiliki peran yang sangat penting

50 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta. Him. 153.
51 Marlina, Op. cit. him. 13.
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dalam hukum pidana, hal ini dikarenakan sanksi dalam hukum pidana jauh
lebih keras jika dibandingkan sanksi hukum yang lainnya. Maka dari itu
hukum pidana biasanya dikenal dengan hukum sanksi.
Perihal pidana Van Hammel menjelaskan bahwa :
Pidana (straf) merupakan penderitaan yang bersifat khusus yang telah
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang (dalam hal ini adalah
negara) untuk menjatuhkan pidana sebagai penanggung jawab dari
ketertiban hukum yang umum bagi seseorang yang melanggar.
Adapun menurut Sudarto, “pidana dapat didefinisikan sebagai
nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan UU”.52
Kemudian lebih lanjut perihal pemidanaan Sudarto menjelaskan bahwa : 52
Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap
pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal pemidanaan
dapat dibagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut
pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum
pidana. Dalam arti konkret, yang meliputi berbagai badan yang
mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.
Berdasarkan uraian di atas dapat dibedakan antara pidana dan
pemidanaan dimana pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana atau
penderitaan yang didapatkan oleh seseorang yang melanggar UU,
sedangkan pemidanaan lebih ke tahap pemberian sanksi pidana dan tahap

seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut menjalani pidana yang

dijatuhkan kepadanya.

>2 Ibid, hlm. 19.
>3 Ibid, hlm. 33.
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2. Jenis Pidana dan Pemidanaan

Jenis-jenis pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana
tambahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yang
menyatakan bahwa pidana terdiri dari :>

a. Pidana Pokok :

1) Pidana mati

2) Pidana penjara

3) Pidana kurungan

4) Pidana denda

5) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat jika
dibandingkan pidana yang lain, pidana mati juga dianggap pidana yang
paling tua dan setua umur manusia. Dalam Pasal 11 KUHPidana dijelaskan
bahwa “hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan,
dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat
itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu
berdiri”.

Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga
dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan
kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Bentuk

pidana penjara bervariasi, mulai dari penjara sementara minimal 1 hari dan

penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya terdapat jikalau

>4 pasal 10 KUHP
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ada ancaman pidana mati, dan pada umumnya pidana penjara maksimum
ialah 15 tahun.%®
Pidana penjara disebut sebagai pidana kehilangan kemerdekaan,
kehilangan kemerdekaan yang dimaksud adalah pencabutan hak-hak
tertentu, seperti : 6
1) Hak untuk memilih dan dipilih
2) Hak untuk memangku jabatan publik
3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan
4) Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu
5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup
6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan
7) Beberapa hak sipil lain
Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga
merupakan pidana kehilangan kemerdekaan bergerak seseorang dengan
yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut dalam sebuah lembaga
pemasyarakatan. Pidana kurungan dijatuhkan pada seorang terdakwa yang
melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Buku 1l
KUHPidana.
Adapun pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan terhadap
delik-delik ringan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran ringan.
Pidana denda juga termasuk pidana yang paling tua, sama dengan pidana

mati. Dalam pelaksanannya pidana denda merupakan satu-satunya pidana

yang dapat dipikul orang lain selain daripada terpidana. Sedangkan pidana

55 Andi Hamzah, Op. cit. him. 198.
56 Ipid, him. 199.
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tutupan merupakan pidana yang disediakan untuk politisi yang melakukan
kejahatan berdasarkan ideologi yang dianutnya.®’

Lain halnya dengan pidana tambahan, pidana tambahan hanya
berfungsi sebagai penambah dari pidana pokok yang dijatuhkan dan tidak
dapat berdiri sendiri karena pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya
dapat dijatuhkan tapi tidak harus.%8
. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya dan
terulangnya tindak pidana, ada banyak teori yang berkembang mengenai
teori dan tujuan pemidanaan, teori-teorinya adalah sebagai berikut : 5°

1) Teori perjanjian, yang menjelaskan bahwa pidana itu adalah
sesuatu yang jahat dan menimbulkan penderitaan yang dialami
karena perbuatan buruk yang dilakukan.

2) Teori absolut (pembalasan), teori ini menjelaskan bahwa pidana
yang dijatuhkan harus berlandaskan dasar pembenaran untuk
pembalasan atas ketidakadilan yang dilakukan. Pembalasan
menjadi kunci utama dalam teori ini.

3) Teori relatif, menurut teori ini dasar pemidanaan dan tujuan
pemidanaan tidak terpisahkan. Teori ini lebih menekankan ke
langkah-langkah preventif (pencegahan) dan tidak berfokus pada
pembalasan terhadap pelaku.

4) Teori campuran, menurut teori ini penjatuhan pidana merupakan
akibat perbuatan tercela, maka masyarakat dibuat menjadi takut
sehingga menjadi pencegahan umum, serta proses peradilan dan
penjatuhan sanksi menjadikan pelaku kejahatan takut untuk
mengulangi perbuatannya kembali, sehingga menjadi pencegahan
khusus bagi pelaku.

Marlina membagi teori dan tujuan pemidanaan menjadi tiga bagian,

adapun teori dan tujuan pemidanaan menurut Marlina terdiri dari :5°

57 Ibid, him. 210.

58 Ibid.,

59 Zainal Abidin Farid, Op. cit. him. 28.
80 Marlina, Op. cit. him. 41-73.
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1) Teori Retributif

2)

3)

Dalam teori retributif yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya
pidana ialah kejahatan itu sendiri. Teori retributif berfokus pada
pemidanaan/hukuman sebagai suatu tuntutan mutlak untuk
mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap orang-orang yang
melakukan perbuatan jahat. Tujuan pemidanaan dalam teori ini
dilandaskan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “morally
Justified” (pembenaran secara moral) karena para pelaku kejahatan
dapat dikatakan layak untuk menerima hukuman atas perbuatan
yang dilakukannya. Teori retributif sangat erat kaitannya dengan
pidana pembalasan yang berfokus pada masa lampau terpidana
dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masa depan
terpidana. Teori ini dirasakan tidak cocok dengan asas
kemanusiaan karena tidak memberikan tempat yang wajar
terhadap asas yang melembaga dan diakui seperti asas
oportunitas, grasi, amnesti, abolisi dan sebagainya.

Teori Detterence (Teori Pencegahan)

Teori deterrence merupakan teori yang ancaman pemidanaannya
membuat seseorang merasa takut dan menahan dirinya untuk
melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam teori ini adalah
untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, dan
bukan sebagai balas dendam masyarakat. Tujuan pemidanaan
dalam teori ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk prevensi umum dan
prevensi khusus. Prevensi umum ditujukan untuk memberikan
peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan.
Sedangkan prevensi khusus ditujukan untuk memberikan
deterrence effect (efek pencegahan) kepada terpidana agar tidak
mengulangi perbuatannya kembali dan agar masyarakat dapat
terhindar dari perbuatan si terpidana untuk sementara waktu. Teori
ini juga sering disebut sebagai teori relatif.

Konsep Diversi dan Restoratif Justice

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang
dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengalihkan kasus
pidana yang dilakukan oleh anak dari jalur litigasi menjadi jalur non
litigasi. Adapun dalam konsep restorative justice ada lima prinsip
yang terkandung didalamnya, yaitu :

Restoratif justice mengandung partisipasi penuh dari korban dan
pelaku serta konsensus.

Restoratif justice mencari solusi untuk mengembalikan dan
memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak
pidana yang dilakukan pelaku.

Restoratif justice memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi
pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Restoratif justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai
warga masyarakat dengan masyarakatnya yang terpisah akibat
tindak pidana yang dilakukan pelaku.

39



1)

e Restoratif justice memberikan kekuatan pada masyarakat untuk
melakukan pencegahan agar tindakan kejahatan tidak terulang
kembali.

Konsep diversi dan restoratif justice bisa digunakan sebagai salah
satu tujuan pemidanaan dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tindak
pidana yang dilakukan dengan memberikan rasa tanggungjawab kesemua
pihak, baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat. Konsep diversi dan
restoratif justice juga bisa memberikan nuansa edukatif terhadap pelaku
dan korban untuk tetap saling menghargai terhadap sesama guna
mencapai kebahagiaan kehidupan bersama.

Sistem Perumusan Sanksi Pidana

Sistem perumusan sanksi pidana di Indonesia yang tertuang dalam
KUHPidana dan berbagai peraturan pidana khusus di luar KUHPidana
dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti :

Stelsel Pemidanaannya
Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif

Sistem perumusan tunggal/imperatif yang diatur dalam KUHPidana
dan peraturan pidana khusus diluar KUHPidana ditandai dengan hanya ada
satu sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal tersebut. Baik itu pidana
mati, penjara, kurungan, maupun denda.

Sistem Perumusan Alternatif

Sistem perumusan alternatif yang diatur dalam KUHPidana dan

peraturan pidana khusus di luar KUHPidana ditandai dengan norma yang

diikuti kata “atau” diantara dua sanksi pidana. Maka hakim dapat memilih
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salah satu dari kedua sanksi tersebut untuk dijatuhkan terhadap terdakwa.
Misalnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan terdapat sistem
perumusan alternatif antara pidana penjara atau pidana denda.

c. Sistem Perumusan Kumulatif

Sistem perumusan kumulatif yang diatur dalam KUHPidana dan
peraturan pidana khusus di luar KUHPidana ditandai dengan norma yang
diikuti kata “dan” diantara dua sanksi pidana. Maka hakim harus
menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap terdakwa. Misalnya dalam
sebuah peraturan perundang-undangan terdapat sistem perumusan pidana
kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda.

d. Sistem Perumusan Alternatif Kumulatif (Gabungan/Campuran)

Sistem perumusan alternatif kumulatif  yang diatur dalam
KUHPidana dan peraturan pidana khusus di luar KUHPidana ditandai
dengan norma yang diikuti kata “dan/atau” diantara dua atau lebih sanksi
pidana. Dalam sistem perumusan alternatif kumulatif ini hakim dibebaskan
untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Baik itu hakim memilih
pidana alternatif maupun menggabungkan semua sanksi pidana.®!

2) Lamanya sanksi pidana yang diancamkan

Berdasar pada lamanya sanksi pidana dikenal adanya definite

sentence system yaitu ancaman pidana paling lama atau ancaman lamanya

pidana secara maksimum, kemudian determinate sentence system yaitu

61 Didik Endro Purwoleksono, “Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan UU”, Media Online
Gagasan Hukum, 15 Desember 2008, diakses dari
https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-
uu-bagian-iii/ pada Selasa 1 Desember 2020.
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ancaman pidana paling singkat atau ancaman pidana minimum. Terkadang
juga dalam satu norma didapatkan sistem perumusan yang
menggabungkan ancaman pidana paling lama dan ancaman pidana paing
singkat. Kemudian indeterminate sentence system berupa tidak ditentukan
batas maksimum pidana, pembuat undang-undang menyerahkan
sepenuhnya kepada kebijakan hukum pidana kepada aparat-aparat
pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya
dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku
kejahatan tertentu.®?
. Analisis tentang Kualifikasi Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana
Narkotika

Sanksi dalam hukum pidana merupakan hal yang mutlak ada dalam
hukum pidana, segala hal yang diatur dalam hukum pidana sealu diikuti
oleh sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Hukum
pidana juga biasa dikenal sebagai hukum sanksi, hal ini dikarenakan sanksi
dalam hukum pidana dianggap cara yang paling ampuh untuk
menaggulangi dan memberantas tindak pidana.

Sanksi dalam hukum pidana merupakan cara yang paling tua untuk
memberantas dan menaggulangi tindak pidana, setua dengan peradaban
manusia itu sendiri bahkan ada yang menyebut sanksi dalam hukum pidana

sebagai “older philosophy of crime control”. Adapun mengenai pengaturan

62 Hanafi, “Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Jurnal Universitas Islam Madura (UIM)
Pemekasan, Volume 1, Nomor 2, September 2017, him. 33-34.
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sanksi dalam hukum pidana diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 10 yang
menyatakan bahwa pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok :

1) Pidana mati

2) Pidana penjara

3) Pidana kurungan

4) Pidana denda

5) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman putusan hakim

Pidana penjara merupakan pidana yang paling berat jika
dibandingkan dengan pidana yang lain. Dalam Pasal 11 KUHPidana
dijelaskan bahwa “hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat
penggantungan, dengan menggunkan sebuah jerat dileher terhukum dan
mengaitkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan
pada tempat orang itu berdiri”.

Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal dengan
sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan
kemerdekaan dan biasa juga dikenal sebagai pidana pemasyarakatan.
Pidana penjara terbagi atas dua bentuk yaitu pidana penjara seumur hidup
dan pidana penjara dalam waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu
tertentu dijatuhkan paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun
berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk
dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim

boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana
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penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup
dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga
merupakan pidana kehilangan kemerdekaan bergerak seseorang yang
dilakukan dengan mengurung orang tersebut dalam sebuah lembaga
pemasyarakatan. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan pada seorang
terdakwa yang melakukan pelangaran sebagaimana yang diatur dalam
buku 11l KUHPidana.

Adapun pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan terhadap
delik-delik ringan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran ringan.
Dalam pelaksanaannya pidana denda merupakan suatu pidana yang dapat
dipikul oleh orang lain selain daripada terpidana. Sedangkan pidana tutupan
disediakan untuk politisi yang melakukan kejahatan berdasarkan ideologi
yang dianutnya.

Lain halnya dengan pidana tambahan, pidana tambahan hanya
berfungsi sebagai penambah dari pidana pokok yang dijatuhkan dan tidak
dapat berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan pidana tambahan bersifat fakultatif,
artinya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim akan tetapi tidak harus.

Adapun kualifikasi sanksi pidana yang diatur dalam UURI Narkotika
2009 pada BAB XV tentang Ketentuan Pidana dibagi menjadi tiga, yaitu
terdakwa sebagai pengedar narkotika, terdakwa sebagai
pengguna/pecandu narkotika serta pihak-pihak yang menyalahgunakan

narkotika. Adapun penjelasannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 1.

Kualifikasi Sanksi Pidana terhadap UU Narkotika

Pasal Kualifikasi Unsur-Unsur Delik Bentuk Sanksi
Sanksi
Pidana
111 Pidana Ayat 1 : Ayat 1 :
Penjara | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
dan atau melawan hukum | singkat 4 (empat) tahun
Pidana menanam, memelihara, | dan paling lama 12
Denda memiliki, menyimpan, | (dua belas) tahun dan
menguasai, atau | pidana denda paling
menyediakan Narkotika | sedikit
Golongan | dalam bentuk | Rp800.000.000,00
tanaman. (delapan ratus juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal perbuatan | Pidana penjara seumur
menanam, memelihara, | hidup atau pidana
memiliki, menyimpan, | penjara paling singkat
menguasali, atau | 5 (lima) tahun dan
menyediakan Narkotika | paling lama 20 (dua
Golongan | dalam bentuk | pulun) tahun  dan
tanaman sebagaimana | pidana denda
dimaksud pada ayat (1) | maksimum
beratnya melebihi 1 (satu) | sebagaimana
kilogram atau melebihi 5 | dimaksud pada ayat (1)
(lima) batang pohon ditambah 1/3
(sepertiga).
112 Pidana | Ayat1: Avat 1 :
Penjara | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
dan atau melawan hukum | singkat 4 (empat) tahun
Pidana memiliki, menyimpan, | dan paling lama 12
Denda menguasali, atau | (dua belas) tahun dan
menyediakan Narkotika | pidana denda paling

Golongan | bukan tanaman.

sedikit
Rp800.000.000,00
(delapan ratus
rupiah) dan

juta
paling
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Ayat 2 :
Dalam hal perbuatan memiliki,

menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika
Golongan | bukan tanaman
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram.

banyak
Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).

Avat 2 :

Pidana penjara seumur
hidup atau pidana
penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua
puluh)  tahun  dan
pidana denda
maksimum

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

ditambah 1/3
(sepertiga).
113 Pidana |Ayat1l: Ayat 1l :

Mati, Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
Pidana atau melawan hukum | singkat 5 (lima) tahun
Penjara, | memproduksi,  mengimpor, | dan paling lama 15

dan mengekspor, atau | (lima belas) tahun dan

Pidana menyalurkan Narkotika | pidana denda paling
Denda Golongan |. sedikit

Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan
paling banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal perbuatan | Pidana mati, pidana
memproduksi,  mengimpor, | penjara seumur hidup,
mengekspor, atau | atau pidana penjara
menyalurkan Narkotika | paling singkat 5 (lima)
Golongan | sebagaimana | tahun dan paling lama
dimaksud pada ayat (1) dalam | 20 (dua puluh) tahun
bentuk tanaman beratnya | dan pidana denda
melebihi 1 (satu) kilogram | maksimum
atau melebihi 5 (lima) batang | sebagaimana
pohon atau dalam bentuk | dimaksud pada ayat (1)
bukan tanaman beratnya | ditambah 1/3
melebihi 5 (lima) gram. (sepertiga).
114 Pidana
Mati,
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Pidana Ayat 1 : Ayat 1 :
Penjara, | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara seumur
dan atau melawan hukum | hidup atau pidana
Pidana menawarkan untuk dijual, | penjara paling singkat
Denda menjual, membeli, menerima, | 5 (lima) tahun dan
menjadi perantara dalam jual | paling lama 20 (dua
beli, menukar, atau | puluh) tahun dan
menyerahkan Narkotika | pidana denda paling
Golongan |. sedikit
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan
paling banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal perbuatan | Pidana mati, pidana
menawarkan untuk dijual, | penjara seumur hidup,
menjual, membeli, menjadi | atau pidana penjara
perantara dalam jual beli, | paling singkat 6 (enam)
menukar, menyerahkan, atau | tahun dan paling lama
menerima Narkotika | 20 (dua puluh) tahun
Golongan | sebagaimana | dan pidana denda
dimaksud pada ayat (1) yang | maksimum
dalam bentuk  tanaman | sebagaimana
beratnya melebihi 1 (satu) | dimaksud pada ayat (1)
kilogram atau melebihi 5 | ditambah 1/3
(ima) batang pohon atau | (sepertiga).
dalam bentuk bukan tanaman
beratnya 5 (lima) gram.
115 Pidana | Ayat1: Ayat 1 :
Penjara | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
dan atau melawan hukum | singkat 4 (empat) tahun
Pidana membawa, mengirim, | dan paling lama 12
Denda mengangkut, atau | (dua belas) tahun dan
mentransito Narkotika | pidana denda paling
Golongan |. sedikit

Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).
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Ayat 2 :

Dalam hal perbuatan
membawa, mengirim,
mengangkut, atau
mentransito Narkotika
Golongan | sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam
bentuk tanaman beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram

atau melebihi 5 (lima) batang
pohon beratnya melebihi 5

Ayat 2 :
Pidana penjara seumur

hidup atau pidana
penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua
puluh)  tahun  dan
pidana denda
maksimum

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

(lima) gram. ditambah 1/3
(sepertiga).
116 Pidana |Ayat1l: Ayat 1 :

Mati, Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
Pidana atau melawan hukum | singkat 5 (lima) tahun
Penjara | menggunakan Narkotika | dan paling lama 15

dan Golongan | terhadap orang | (lima belas) tahun dan

Pidana lain atau memberikan | pidana denda paling
Denda Narkotika Golongan | untuk | sedikit

digunakan orang lain. Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan
paling banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal penggunaan | Pidana mati, pidana
narkotika terhadap orang lain | penjara seumur hidup,
atau pemberian Narkotika | atau pidana penjara
Golongan | untuk digunakan | paling singkat 5 (lima)
orang lain  sebagaimana | tahun dan paling lama
dimaksud pada ayat (1) |20 (dua puluh) tahun
mengakibatkan orang lain | dan pidana denda
mati atau cacat permanen. maksimum
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3
(sepertiga).
117 Pidana | Ayat1: Avat 1 :
Penjara | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
dan atau melawan hukum | singkat 3 (tiga) tahun

Pidana memiliki, menyimpan, | dan paling lama 10

Denda menguasai, atau | (sepuluh) tahun dan
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menyediakan Narkotika | pidana denda paling
Golongan II. sedikit
Rp600.000.000,00
(enam  ratus juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal perbuatan memiliki, | Pidana penjara paling
menyimpan, menguasai, | singkat 5 (lima) tahun
menyediakan Narkotika | dan paling lama 15
Golongan 1l sebagaimana | (lima belas) tahun dan
dimaksud pada ayat (1) | pidana denda
beratnya melebihi 5 (lima) | maksimum
gram. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3
(sepertiga).
118 Pidana |Ayat1l: Avat 1l :
Mati, Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
Pidana atau melawan hukum | singkat 4 (empat) tahun
Penjara | memproduksi, = mengimpor, | dan paling lama 12
dan mengekspor, atau | (dua belas) tahun dan
Pidana menyalurkan Narkotika | pidana denda paling
Denda Golongan II. sedikit
Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal perbuatan | Pidana mati, pidana
memproduksi,  mengimpor, | penjara seumur hidup,
mengekspor, atau | atau pidana penjara
menyalurkan Narkotika | paling singkat 5 (lima)
Golongan Il sebagaimana | tahun dan paling lama

dimaksud pada ayat (1)
beratnya melebihi 5 (lima)
gram.

20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda
maksimum
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
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ditambah 1/3
(sepertiga).

119 Pidana |Ayat1l: Ayat1l:

Matti, Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
Pidana atau melawan hukum | singkat 4 (empat) tahun
Penjara | menawarkan untuk dijual, | dan paling lama 12

dan menjual, membeli, menerima, | (dua belas) tahun dan

Pidana menjadi perantara dalam jual | pidana denda paling
Denda beli, menukar, atau | sedikit

menyerahkan Narkotika | Rp800.000.000,00
Golongan IL. (delapan ratus juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal perbuatan | Pidana mati, pidana
menawarkan untuk dijual, | penjara seumur hidup,
menjual, membeli, menerima, | atau pidana penjara
menjadi perantara dalam jual | paling singkat 5 (lima)
beli, menukar, atau | tahun dan paling lama
menyerahkan Narkotika | 20 (dua puluh) tahun
Golongan Il sebagaimana | dan pidana denda
dimaksud pada ayat (1) | maksimum
beratnya melebihi 5 (lima) | sebagaimana
gram. dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3
(sepertiga).
120 Pidana | Ayat1: Ayat 1 :
Penjara | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
dan atau melawan hukum | singkat 3 (tiga) tahun

Pidana membawa, mengirim, | dan paling lama 10

Denda mengangkut, atau | (sepuluh) tahun dan
mentransito Narkotika | pidana denda paling
Golongan II. sedikit

Rp600.000.000,00

(enam ratus  juta
rupiah) dan paling
banyak

Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
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Ayat 2 :

Dalam hal perbuatan
membawa, mengirim,
mengangkut, atau
mentransito Narkotika
Golongan 1l sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

Avat 2 :
Pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan
pidana denda
maksimum

beratnya melebihi 5 (lima) | sebagaimana
gram. dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3
(sepertiga).
121 Pidana | Ayat1l: Ayat 1 :

Mati, Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
Pidana atau melawan hukum | singkat 4 (empat) tahun
Penjara | menggunakan Narkotika | dan paling lama 12

dan Golongan Il tehadap orang | (dua belas) tahun dan

Pidana lain atau memberikan | pidana denda paling
Denda Narkotika Golongan Il untuk | sedikit

digunakan orang lain. Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal penggunaan | Pidana mati, pidana
Narkotika terhadap orang lain | penjara seumur hidup,
atau pemberian Narkotika | atau pidana penjara
Golongan Il untuk digunakan | paling singkat 5 (lima)
orang lain  sebagaimana | tahun dan paling lama
dimaksud pada ayat (1) |20 (dua puluh) tahun
mengakibatkan orang lain | dan pidana denda
mati atau cacat permanen. maksimum
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3
(sepertiga).
122 Pidana | Ayat1: Avat 1 :
Penjara | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
dan atau melawan hukum | singkat 2 (dua) tahun

Pidana memiliki, menyimpan, | dan paling lama 7

Denda menguasai, atau | (tujuh)  tahun  dan

pidana denda paling
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menyediakan Narkotika
Golongan Ill.

Avat 2 :

Dalam hal perbuatan memiliki,
menyimpan, menguasai,
menyediakan Narkotika
Golongan Ill sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)
beratnya melebihi 5 (lima)

sedikit
Rp400.000.000,00
(empat ratus juta
rupiah) dan paling
banyak

Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

Avat 2 :
Pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan
pidana denda
maksimum

gram. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3
(sepertiga).
123 Pidana |Ayat1l: Avat 1l :
Penjara | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
dan atau melawan hukum | singkat 3 (tiga) tahun
Pidana memproduksi,  mengimpor, | dan paling lama 10
Denda mengekspor, atau | (sepuluh) tahun dan
menyalurkan Narkotika | pidana denda paling
Golongan Ill. sedikit
Rp600.000.000,00
(enam ratus  juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal perbuatan | Pidana penjara paling
memproduksi,  mengimpor, | singkat 5 (lima) tahun
mengekspor, atau | dan paling lama 15
menyalurkan Narkotika | (lima belas) tahun dan
Golongan Il sebagaimana | pidana denda
dimaksud pada ayat (1) | maksimum

beratnya melebihi
gram.

5 (lima)

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3
(sepertiga).
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124 Pidana |Ayat1l: Ayat1l:
Penjara | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
dan atau melawan hukum | singkat 3 (tiga) tahun
Pidana menawarkan untuk dijual, | dan paling lama 10
Denda menjual, membeli, menerima, | (sepuluh) tahun dan
menjadi perantara dalam jual | pidana denda paling
beli, menukar, atau | sedikit
menyerahkan Narkotika | Rp600.000.000,00
Golongan IlI. (enam ratus  juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal perbuatan | Pidana penjara paling
menawarkan untuk dijual, | singkat 5 (lima) tahun
menjual, membeli, menerima, | dan paling lama 15
menjadi perantara dalam jual | (lima belas) tahun dan
beli, menukar, atau | pidana denda
menyerahkan Narkotika | maksimum
Golongan Il sebagaimana | sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) | dimaksud pada ayat (1)
beratnya melebihi 5 (lima) | ditambah 1/3
gram. (sepertiga).
125 Pidana | Ayat1: Ayat 1 :
Penjara | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
dan atau melawan hukum | singkat 2 (dua) tahun
Pidana membawa, mengirim, | dan paling lama 7
Denda mengangkut, atau | (tujuh) tahun dan
mentransito Narkotika | pidana denda paling
Golongan Ill. sedikit
Rp400.000.000,00
(empat ratus juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam hal perbuatan | Pidana penjara paling
membawa, mengirim, | singkat 3 (tiga) tahun
mengangkut, atau | dan paling lama 10
mentransito Narkotika | (sepuluh) tahun dan
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Golongan Il sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

pidana denda

maksimum

beratnya melebihi 5 (lima) | sebagaimana
gram. dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3
(sepertiga).
126 Pidana | Ayat1l: Ayat 1l :
Penjara | Setiap orang yang tanpa hak | Pidana penjara paling
dan atau melawan hukum | singkat 3 (tiga) tahun
Pidana menggunakan Narkotika | dan paling lama 10
Denda Golongan Il tehadap orang | (sepuluh) tahun dan
lain atau memberikan | pidana denda paling
Narkotika Golongan IIl untuk | sedikit
digunakan orang lain. Rp600.000.000,00
(enam ratus  juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Dalam  hal penggunaan | Pidana penjara paling
Narkotika tehadap orang lain | singkat 5 (lima) tahun
atau pemberian Narkotika | dan paling lama 15
Golongan Il untuk digunakan | (lima belas) tahun dan
orang lain  sebagaimana | pidana denda
dimaksud pada ayat (1) | maksimum
mengakibatkan orang lain | sebagaimana
mati atau cacat permanen. dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3
(sepertiga).
127 Pidana | Ayat1: Ayat 1 :
Penjara | Setiap Penyalah Guna : Setiap Penyalah Guna:
a) Narkotika Golongan | bagi @) Pidana penjara paling
diri sendiri. lama 4 (empat) tahun.
b) Narkotika Golongan Il bagi |b) Pidana penjara paling
diri sendiri. lama 2 (dua) tahun.
c) Narkotika Golongan Il bagi [c) Pidana penjara paling
diri sendiri. lama 1 (satu) tahun.
128 Pidana | Ayat1: Avat 1 :
Kurungan | Orang tua atau wali dari | Pidana kurungan
pecandu yang belum cukup | paling lama 6 (enam)
umur, sebagaimana dimaksud | bulan atau pidana
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dalam Pasal 55 ayat (1) yang
sengaja tidak melapor.

denda paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah).

129

Pidana
Penjara
dan
Pidana
Denda

Setiap orang yang tanpa hak
atau melawan hukum :

a) memiliki, menyimpan,
menguasai, atau
menyediakan Prekursor
Narkotika untuk pembuatan
Narkotika.

b) memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau
menyalurkan Prekursor
Narkotika untuk pembuatan
Narkotika

c) menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau
menyerahkan Prekursor
Narkotika untuk pembuatan
Narkotika

d) membawa,
mengangkut, atau
mentransito Prekursor
Narkotika untuk pembuatan
Narkotika.

mengirim,

Pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan
denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah)

131

Pidana
Penjara
dan
Pidana
Denda

Setiap orang yang dengan
sengaja tidak melaporkan
adanya tindak pidana
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111, Pasal 112,
Pasal 113, Pasal 114, Pasal
115, Pasal 116, Pasal 117,
Pasal 118, Pasal 119, Pasal
120, Pasal 121, Pasal 122,
Pasal 123, Pasal 124, Pasal
125, Pasal 126, Pasal 127
ayat (1), Pasal 128 ayat (1),
dan Pasal 129.

Pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun
atau pidana denda
paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

133

Pidana
Mati,
Pidana

Ayat 1 :
Setiap orang yang menyuruh,

memberi atau menjanjikan

Ayat 1 :
Pidana mati atau

pidana penjara seumur
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Penjara, | sesuatu, memberikan | hidup, atau pidana
dan kesempatan, menganjurkan, | penjara paling singkat
Pidana memberikan kemudahan, | 5 (lima) tahun dan
Denda. memaksa dengan ancaman, | paling lama 20 (dua
memaksa dengan kekerasan, | puluh)  tahun  dan
melakukan tipu muslihat, atau | pidana denda paling
membujuk anak yang belum | sedikit
cukup umur untuk melakukan | Rp2.000.000.000,00
tindak pidana Narkotika. (dua miliar rupiah) dan
paling banyak
Rp20.000.000.000,00
(dua  puluh  miliar
rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Setiap orang yang menyuruh, | Pidana penjara paling
memberi atau menjanjikan | singkat 5 (lima) tahun
sesuatu, memberikan | dan paling lama 15
kesempatan, menganjurkan, | (lima belas) tahun dan
memberikan kemudahan, | pidana denda paling
memaksa dengan ancaman, | sedikit
memaksa dengan kekerasan, | Rp1.000.000.000,00
melakukan tipu muslihat, atau | (satu miliar rupiah) dan
membujuk anak yang belum | paling banyak
cukup umur untuk | Rp10.000.000.000,00
menggunakan Narkotika. (sepuluh miliar rupiah).
134 Pidana | Ayat1: Ayat 1 :
Kurungan | Pecandu Narkotika yang | Pidana kurungan
dan sudah cukup umur dan | paling lama 6 (enam)
Pidana | dengan sengaja tidak | bulan atau pidana
Denda melaporkan diri. denda paling banyak
Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah).
Ayat 2 : Ayat 2 :
Keluarga  dari Pecandu | Pidana kurungan
Narkotika sebagaimana | paling lama 3 (tiga)
dimaksud pada ayat (1) yang | bulan atau pidana
dengan sengaja tidak | denda paling banyak
melaporkan Pecandu | Rp1.000.000,00 (satu
Narkotika. juta rupiah).
135 Pidana Pengurus Industri Farmasi | Pidana penjara paling
Penjara |yang tidak melaksanakan | singkat 1 (satu) tahun
dan dan paling lama 7
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Pidana kewajiban sebagaimana | (tujuh) tahun  dan
Denda dimaksud dalam Pasal 45. pidana denda paling
sedikit
Rp40.000.000,00
(empat puluh juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp400.000.000,00
(empat ratus juta
rupiah).
137 Pidana | Setiap orang yang :
Penjara | a) menempatkan, | a) Pidana penjara
dan membayarkan atau | paling singkat 5 (lima)
Pidana membelanjakan, menitipkan, | tahun dan paling lama
Denda menukarkan, 15 (lima belas) tahun
menyembunyikan atau | dan pidana denda
menyamarkan, paling sedikit
menginvestasikan, Rp1.000.000.000,00
menyimpan, menghibahkan, | (satu miliar rupiah) dan

mewariskan, dan/atau
mentransfer uang, harta, dan
benda atau aset baik dalam
bentuk  benda  bergerak
maupun  tidak  bergerak,
berwujud atau tidak berwujud
yang berasal dari tindak
pidana Narkotika dan/atau

tindak pidana  Prekursor
Narkotika.

b) Menerima penempatan,
pembayaran atau
pembelanjaan, penitipan,

penukaran, penyembunyian
atau penyamaran investasi,
simpanan atau transfer,
hibah, waris, harta atau uang,
benda atau aset baik dalam
bentuk  benda  bergerak
maupun  tidak  bergerak,
berwujud atau tidak berwujud
yang diketahuinya berasal
dari tindak pidana Narkotika
dan/atau tindak pidana
Prekursor Narkotika.

paling banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

b) Pidana penjara
paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling
sedikit
Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
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138 Pidana Setiap orang yang | Pidana penjara paling
Penjara | menghalang-halangi atau | lama 7 (tujuh) tahun
dan mempersulit penyidikan serta | dan  pidana denda
Pidana penuntutan dan pemeriksaan | paling banyak
Denda perkara tindak pidana | Rp500.000.000,00
Narkotika dan/atau tindak | (lima ratus juta rupiah).
pidana Prekursor Narkotika di
muka sidang pengadilan.
139 Pidana | Nakhoda atau kapten | Pidana penjara paling
Penjara | penerbang yang secara | singkat 1 (satu) tahun
dan melawan hukum tidak | dan paling lama 10
Pidana melaksanakan ketentuan | (sepuluh) tahun dan
Denda sebagaimana dimaksud | pidana denda paling
dalam Pasal 27 atau Pasal 28 | sedikit
Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
140 Pidana |Ayat1l: Ayat 1l :
Penjara | Tidak melaksanakan | Pidana penjara paling
dan ketentuan sebagaimana | singkat 1 (satu) tahun
Pidana | dimaksud dalam Pasal 88 dan | dan paling lama 10
Denda Pasal 89. (sepuluh) tahun dan

Ayat 2 :
Penyidik Kepolisian Negara

Republik  Indonesia  dan
penyidik BNN vyang tidak
melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87, Pasal 89,
Pasal 90, Pasal 91 ayat (2)
dan ayat (3), dan Pasal 92
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4).

pidana denda paling
sedikit
Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Ayat 2 :
Pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat

(1),
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141 Pidana | Kepala kejaksaan negeri yang | Pidana penjara paling
Penjara | secara melawan hukum tidak | singkat 1 (satu) tahun
dan melaksanakan ketentuan | dan paling lama 10
Pidana | sebagaimana dimaksud | (sepuluh) tahun dan
Denda dalam Pasal 91 ayat (1). pidana denda paling
sedikit
Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
142 Pidana | Petugas laboratorium yang | Pidana penjara paling
Penjara | memalsukan hasil pengujian | lama 7 (tujuh) tahun
dan atau secara melawan hukum | dan pidana denda
Pidana | tidak melaksanakan | paling banyak
Denda kewajiban melaporkan hasil | Rp500.000.000,00
pengujiannya kepada | (lima ratus juta rupiah).
penyidik atau penuntut umum.
143 Pidana Saksi yang memberi | Pidana penjara paling
Penjara | keterangan tidak benar dalam | singkat 1 (satu) tahun
dan pemeriksaan perkara tindak | dan paling lama 10
Pidana pidana Narkotika dan | (sepuluh) tahun dan
Denda Prekursor Narkotika di muka | pidana denda paling
sidang pengadilan. sedikit Rp
60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp
600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).
147 Pidana a) Pimpinan rumah sakit, | Dipidana dengan
Penjara | pusat kesehatan masyarakat, | pidana penjara paling
dan balai pengobatan, sarana | singkat 1 (satu) tahun
Pidana penyimpanan sediaan farmasi | dan paling lama 10
Denda milik pemerintah, dan apotek | (sepuluh) tahun dan

yang mengedarkan Narkotika
Golongan 1l dan Il bukan
untuk kepentingan pelayanan
kesehatan.

b) Pimpinan lembaga ilmu
pengetahuan yang menanam,
membeli, menyimpan, atau
menguasai tanaman

Narkotika bukan untuk

pidana denda paling
sedikit
Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
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kepentingan pengembangan
IImu pengetahuan.

c) pimpinan Industri Farmasi
tertentu yang memproduksi
Narkotika Golongan | bukan

untuk kepentingan
pengembangan iimu
pengetahuan.

d) pimpinan pedagang besar
farmasi yang mengedarkan
Narkotika Golongan | yang
bukan untuk kepentingan

pengembangan iImu
pengetahuan atau
mengedarkan Narkotika
Golongan 1l dan Il bukan

untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau bukan

untuk kepentingan
pengembangan ilmu
pengetahuan.

148

Pidana
Penjara

Apabila  putusan  pidana
denda sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini
tidak dapat dibayar oleh
pelaku tindak pidana
Narkotika dan tindak pidana
Prekursor Narkotika.

Pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun
sebagai pengganti
pidana denda yang
tidak dapat dibayar.

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat dilihat kualifikasi sanksi

penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

pidana dalam UURI Narkotika 2009 terurai pada BAB XV tentang Ketentuan

Pidana dalam UURI Narkotika 2009 yang terdiri dari pidana mati, pidana

Sanksi pidana mati tercantum dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal

116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 133 UURI Narkotika 2009.
Dalam Pasal 113 dan Pasal 114 Ayat (2) pidana mati dikenakan pada unsur

delik yang meliputi perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau
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menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima
Narkotika Golongan | dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu
kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan
tanaman beratnya melebihi lima gram.

Kemudian dalam Pasal 116 pidana mati dikenakan dalam hal
penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika
golongan | untuk digunakan orang lain yang dapat mengakibatkan orang
mati atau cacat permanen. Sedangkan dalam Pasal 118 dan Pasal 119
Ayat (2) pidana mati dikenakan terhadap delik yang memiliki unsur-unsur
yang terdiri dari perbuatan yang memproduksi, mengimpor, mengekspor,
atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan Il yang beratnya melebihi lima gram.

Dalam Pasal 121 Ayat (2) pidana mati diancamkan dalam hal
peggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika
Golongan Il untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain
mati atau cacat permanen. Sedangkan dalam Pasal 133 Ayat (1) pidana
mati dikenakan pada orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan
sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan
kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan,
melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur

untuk melakukan tindak pidana narkotika.
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Adapun sanksi pidana penjara yang terkandung didalam UURI
Narkotika 2009 tertuang dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,
Pasal 115, dan Pasal 116 untuk penyalahguna narkotika golongan I.
Sedangkan sanksi pidana penjara untuk penyalahguna narkotika golongan
Il tertera dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 121
UURI Narkotika 2009. Dan untuk penyalahguna narkotika golongan llI
sanksi pidana penjara tertera dalam Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal
125 dan Pasal 126 UURI Narkotika 2009.

Selain penyalahguna narkotika golongan I, Il, dan Il pidana penjara
juga diancamkan pada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, orang yang
dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika,
pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang diatur dalam UURI Narkotika 2009, orang yang
menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan
perkara tindak pidana narkotika, nahkoda atau kapten penerbang yang
tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam UURI Narkotika 2009,
kepala kejaksaan negeri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
yang diatur dalam UURI Narkotika 2009, petugas laboratorium yang
memalsukan hasil pengujian, saksi yang memberikan keterangan tidak
benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika, pimpinan rumah
sakit yang mengedarkan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan, pimpinan lembaga ilmu yang menyalahgunakan narkotika

bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta
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pimpinan industri farmasi yang memproduksi narkotika bukan untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Semua unsur delik yang disebutkan diatas diatur dalam Pasal 127,
Pasal 131, Pasal 135, Pasal 138, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, dan
Pasal 147 UURI Narkotika 2009. Sedangkan untuk sanksi pidana kurungan
hanya tertuang dalam Pasal 128 UURI Narkotika 2009 yaitu terhadap orang
tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang dengan sengaja
tidak melapor. Kemudian untuk sanksi pidana denda dalam UURI Narkotika
2009 tertuang di hampir seluruh pasal ketentuan pidana UURI Narkotika
2009. Sedikit maupun banyaknya denda yang dijatuhkan terhadap
terdakwa dalam UURI Narkotika 2009 mengikut pada berat atau ringannya
tindak pidana yang dilakukan serta unsur-unsur tindak pidana yang

dilanggar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ketentuan pidana
dalam UURI Narkotika 2009 dalam hal ini sanksi pidana yang terkandung
dalam UURI Narkotika 2009 terbagi empat jenis sistem perumusan sanksi
pidana yang terdiri dari sistem perumusan tuggal/imperatif dalam Pasal
127, dan Pasal 148. Sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan
pidana denda yang tertuang dalam Pasal 111, Pasal, 112, Pasal 115, Pasal
117, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126,
Pasal 129, Pasal 131, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 137, Pasal 138, Pasal
139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 147. Sistem

perumusan alternatif antara pidana kurungan atau pidana denda yang
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tertuang dalam Pasal 128 dan Pasal 134. Serta sistem perumusan
kumulatif alternatif (sistem perumusan campuran) yang menggabungkan
antara pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam
Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan

Pasal 133.
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